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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan  

Anak merupakan harapan dan penerus Bangsa, oleh karena itu untuk 

mewujudkan suatu bangsa yang baik, harus di tunjang dengan anak –anak yang baik. 

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif 

maupun negatif.  

 Banyak peristiwa yang menarik perhatian penulis akhir-akhir ini yaitu dengan 

semakin banyak perbuatan – perbuatan yang merupakan Tindak Pidana yang dilakukan 

oleh anak-anak atau kenakalan anak-anak atau meningkatkan deviasi serta anak-anak 

terlantar  

Kencenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik 

terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang 

oleh pelaku-pelaku muda usia atau dengan perkataan lain meningkatnya kenakalan 

remaja yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak 

memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya khususnya di bidang 

hukum pidana ( anak ) beserta hukum acaranya untuk itu maka anak harus mendapat 

perlindungan secara khusus dimana pemerintah dapat campur tangan dengan 

memberikan sanksi-sanksi. 

Lebih dari 50% penduduk Indonesia terdiri dari anak-anak dan pemuda oleh 

sebab itu perhatian yang memadai perlu diberikan kepada kelompok penduduk yang 

masih muda ini yang merupakan pendukung hari depan Bangsa anak dan remaja  yang 

berada dalam proses perkembangan dan dalam rangka mencari identitas diri itu sangat 
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memerlukan bimbingan menuju kearah kedewasaan  pembinaan generasi muda adalah 

merupakan tanggung jawab kita semua.    

 Untuk memberikan perlindungan secara khusus pada seorang, diperlukan 

Hukum Perlindungan Anak yang mempunyai dua aspek yaitu aspek perdata dan aspek 

pidana dapat dikatakan Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang 

mengandung unsur perlindungan anak. 

Peradilan anak merupakan salah satu segi dari perlindungan anak. 

Penyelenggaraan Peradilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping 

kepentingan masyarakat. Usaha kesejahteraan anak disamping kepentingan 

masyarakat, usaha kesejahteraan anak tidak saja dalam menyelesaikan masalah anak 

nakal atau anak terlantar serta perkara-perkara yang menangani kepentingan anak 

karena mengingat sifatnya yang khusus dari anak maka harus disalurkan melalui suatu 

Peradilan Anak agar ada jaminan bahwa usaha tersebut dilakukan benar-benar untuk 

kesejahteraan si anak dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya 

keadilan. 

Perlindungan Anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara 

merupakan tolok ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara 

yang bersangkutan maka adalah kewajiban kita bersama-sama dengan pemerintah dan 

setiap anggota masyarakat baik secara kepentingan nasional maupun kepentingan 

kemanusiaan. 

Perlindungan Anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang 

kehidupan masyarakat mengenai perlindungan anak dalam pengertian umum meliputi 

ruang lingkup yang luas karena diartikan saja mencakup perlindungan jiwa dari anak 

tetapi termasuk pula perlindungan atas hak serta kepentingannya dan hak yang utama 

adalah segi hukumnya sebagai landasan untuk berpijak. 
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Seiring dan sejalan dengan tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana 

telah digariskan dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

bahwa” kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.Dari kalimat tersebut dapat diambil 

sebagai dasar hukum dan dasar patokan berpijak untuk mengatur segi-segi hukum 

perlindungan anak di Indonesia. Sejauh mengenai pengaturan perlindungan tentang 

hak-hak anak dalam penulisan skripsi ini akan dibatasi pada segi-segi hukum dalam 

bidang hukum pidana termasuk didalamnya proses peradilannya yang mempunyai 

perbedaan dengan proses peradilan untuk orang dewasa. 

Namun Anak bukanlah miniatur orang dewasa maka dengan ciri dan sifat anak 

yang khas tersebut perlu ditentukan pembedaan perlakuan didalam Hukum Acara dan 

ancaman pidananya. Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi 

anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu 

pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar 

melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia seutuhnya yang 

mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara. 
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Pengadilan bagi Anak merupakan bagian integral dari proses pembangunan 

nasional di setiap negara, dalam suatu kerangka menyeluruh dari keadilan sosial bagi 

seluruh Anak dan pada saat yang bersamaan memberikan perlindungan bagi remaja 

serta berperan menegakkan ketertiban yang damai dalam masyarakat. 

Kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam 

semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh Pemerintah, 

Masyarakat, badan Legislatif dan badan Yudikatif. 

Keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi antara lain anak 

yang berkonflik dengan hukum, dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara 

manusiawi, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. 

Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan 

dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 

Sudah tersedianya pembaharuan sistem pemidanaan bagi anak menjadi 

tanggung jawab dan kewajiban para penegak hukum terutama Hakim Anak untuk 

menerapkannya dalam memberi putusan yang memenuhi rasa keadilan.   

1Model Restorative Justice berlandaskan pada Due Process Model bekerjanya 

Sistem Peradilan Pidana yang sangat menghormati hak-hak hukum setiap tersangka, 

seperti hak untuk tidak diduga dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah jika 

pengadilan belum memfonisnya bersalah, hak untuk membela diri, dan hak untuk 

mendapatkan hukuman yang proporsional dengan pelanggaran yang telah dilakukan. 

Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan 

pendampingan dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Disamping itu 

adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan. Namun demikian, tetap 

harus memperhatikan hak-hak asasi anak sebagai tersangka. Anak-anak ini sebisa 

                                                 
       1 Diambil dari Whork Shop Model Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Anak yang Ramah Anak, 
CIsarua, 31 Januari 2005. 
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mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman yang biasa diberlakukan kepada 

penjahat dewasa. Tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap anak-anak yang telah 

divonis bersalah ini misalnya pemberian hukuman bersyarat, seperti kerja sosial, serta 

pembebasan bersyarat.  

 

B. Pokok Permasalahan 

    1. Apakah Proses Peradilan Anak tersebut telah memenuhi standard tentang hak- hak 

anak yang ada didalam peraturan-peraturan di Indonesia ? 

    2. Bagaimana Upaya Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Proses Peradilan Anak yang telah memenuhi standart 

tentang   hak-hak anak yang ada didalam peraturan-peraturan di Indonesia. 

2.  Untuk mengetahui Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia 

 

 

D. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan 

Yuridis Normatif yang lebih mengkaji pada peraturan perundang-undangan. 

Dalam melakukan penelitian penulis melakukan pengumpulan data dengan cara, 

Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yang bertujuan untuk memperoleh data 

sekunder yang dapat diperoleh melalui buku-buku referensi, media massa seperti surat 

kabar atau majalah maupun dari bahan-bahan kuliah yang diberikan selama penulis 

menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul. Data sekunder 

yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari masyarakat dalam arti data itu sudah 

diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Dalam data sekunder mungkin sudah ada ulasan 
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dan kadang-kadang sudah siap pakai. Dan dalam melakukan penelitian, penulis lebih 

mengacu penelitian yang bersifat observasi. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Penulis akan menguraikan secara sistematik bab-bab yang akan diuraikan dalam 

skripsi ini, yaitu : 

BAB I        :    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

B. Pokok Permasalahan 

C. Tujuan Penelitian 

D. Metode Penulisan 

E. Sistematika Penulisan 

 

BAB II        :    PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM MENGENAI ANAK 

A. Pengertian Anak 

B. Pengertian Hukum Perlindungan Anak 

C. Pengertian Restorative Justice dan Diversi 

D. Pengertian Peradilan Anak 

E. Pengertian Proses Peradilan Anak 

BAB III       : HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERADILAN ANAK BESERTA HAK-

HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA 

A.   Hak-hak anak dalam Proses Peradilan Pidana 

B.   Pengembangan Hak-hak Anak 

C. Pengaturan Hak-hak Anak dalam Konvensi Hak-hak Anak dan Beijing 

Rules 

D.   Tujuan Pemidanaan serta Fungsi Pemidanaan 
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BAB IV      : PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA 

A. Pengadilan Anak di Indonesia 

B. Peradilan Anak yang Ideal 

C. Restorative Justice mendorong diversi dalam Peradilan Pidana Anak 

D. Upaya Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia 

E. Analisa Hukum 

BAB V : PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




